WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 24 TAHUN 2011

TENTANG

KODE REKENING ANGGARAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

Menimbang

Mengingat

< @

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk
tertibnya administrasi anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota
Lhokseumawe dipandang perlu menyusun tentang Kode Rekening
Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe;

bahwa pengaturan Kode Rekening yang diatur dalam Peraturan Walikota
Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2010 tentang Kode Rekening Anggaran
Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu di sesuaikan dan ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4109);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); @
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4864); (2{
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk yang
kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE REKENING ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

10.

11.

. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;

Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang
diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;

Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan
kewenangan masing-masing;

Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur
penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah
Kota;

Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokeumawe yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah organisasi perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku pengguna
anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan Kota
Lhokseumawe;

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

Penerimaan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Penerimaan Kota
Lhokseumawe adalah uang yang masuk ke Kas Umum Kota Lhokseumawe;

Pengeluaran Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pengeluaran Kota

Lhokseumawe adalah vang yang keluar dari Kas Umum Kota Lhokseumawe; @:
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12. Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pendapatan Kota
Lhokseumawe adalah hak Pemerintah kota Lhokseumawe yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih;

13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan suatu sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja
pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari
beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai teknologi masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;

15. Belanja Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Belanja Kota Lhokseumawe
adalah Kewajiban Pemerintah Kota Lhokseumawe yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaaan bersih;

16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-
tahun anggaran berikutnya.

BAB 11
KODE REKENING ANGGARAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
Pasal 2

Kode Rekening Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe tercantum dalam 6 (enam)
Lampiran dari Peraturan ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Pemerintah Kota Lhokseumawe;

2. Lampiran II Petunjuk dan Teknis Penyusunan Kode dan Daftar Program dan Kegiatan
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe;

3. Lampiran III Kode Rekening Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe;

4. Lampiran IVKode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah Kota Lhokseumawe;

5. Lampiran V Kode Rekening Belanja Daerah Kota Lhokseumawe; dan
6. Lampiran VIKode Rekening Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2010

tentang Kode Rekening Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku. ;
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Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita
Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 November 2011
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